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Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada
2020. Ia menekankan bahwa netralitas ASN merupakan faktor kunci bagi kualitas demokrasi dan
keberhasilan Pilkada, terutama di tengah pandemi Covid-19. Netralitas ASN diatur dalam UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan merupakan prinsip dasar bagi ASN.
Untuk memastikan netralitas ASN, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang
Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. SKB ini bertujuan
untuk menciptakan Pilkada yang netral, objektif, dan akuntabel. SKB ditandatangani oleh Menteri
PANRB, Menteri Dalam Negeri, Ketua Bawaslu, Kepala BKN, dan Ketua KASN.
Deklarasi Netralitas ASN secara virtual mencantumkan empat poin komitmen, yaitu menjaga
prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan intimidasi, dan menggunakan
media sosial secara bijak. ASN diminta untuk tidak memihak paslon, tidak menyebarkan ujaran
kebencian dan berita bohong, serta menolak politik uang.
Netralitas ASN menjadi sangat penting dalam Pilkada 2020. Hal ini untuk menjaga integritas
proses demokrasi dan memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan adil dan transparan. ASN
diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan netral, tanpa memihak kepada
paslon tertentu.
Melalui penegakan netralitas ASN, diharapkan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar dan
menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan netralitas
ASN juga sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip
demokrasi.
Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.


